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✓ Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.
• Bappeda merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang 

Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan

✓ Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA



Tugas Pokok dan Fungsi
Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

Memimpin, mengatur, membina dan 
mengoordinasikan penyelenggaraan 
tugas pokok Badan meliputi urusan 
kesekretariatan, bidang perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi, 
perencanaan pembangunan serta 
penelitian pengembangan bidang
ekonomi dan sumber daya alam, bidang
pemerintahan dan pembangunan 
sumber daya manusia, bidang tata
ruang dan infrastruktur wilayah

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan 
teknis bidang perencanaan 
pembangunan, penelitian dan 
pengembangan daerah;

b. penyelenggaraan kebijakan teknis 
bidang perencanaan pembangunan, 
penelitian dan pengembangan daerah;

c. penyelenggaraan koordinasi, 
pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan bidang bidang 
perencanaan pembangunan, penelitian 
dan pengembangan daerah; dan

d. penyelenggaraan urusan
kesekretariatan.
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Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan
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1. Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota 
adalah Bappeda.

2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta menyelenggarakan Musrenbang.
3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari SKPD sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. 
4. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

Peran Bappeda berdasarkan 

UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Tanggung Jawab Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan 

UU No 25 tahun 2004:

Pasal 260 Bappeda mengoordinasikan, menyinergikan, dan 
mengharmonisasikan Rencana pembangunan Daerah. 
Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: 
a. RPJPD; 
b. RPJMD; dan 
c. RKPD.
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Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan
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5. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam 
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 
Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan 
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, 
program & kegiatan, lokasi & kelompok sasaran yang 
telah disusun dalam rancangan Renstra & Renja 
Perangkat Daerah;

6. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk 
menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat 
terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan 
Daerah.  

7. Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan 
perencanaan pembangunan.

1. Melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;

3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang
RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

4. Verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadikan 
sebagai bahan masukan dalam rancangan awal 
RPJMD; serta Renja untuk masukan rancangan RKPD;

Tugas Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan 

Permendagri No 86/2017:
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PERAN STRATEGIS BAPPEDA
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1. Koordinator proses perencanaan pembangunan di daerah (penyusunan, pengendalian, dan evaluasi),
serta koordinator penyelenggaraan program dalam mengawal siklus pembangunan daerah

2. Agen perubahan pembangunan yang secara efektif menangkap berbagai isu strategis, serta
mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan yang ada di masyarakat (khususnya tuntutan
perubahan peran pada era reformasi yang disebutkan pada UU 25/2004, UU 23/2014 dan PP 17/2017)

3. Simpul utama pembangunan daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan
masyarakat (pemerataan) maupun pengembangan ekonomi lokal (pertumbuhan). 

4. Jembatan serta penyelaras antar sektor, antar tingkatan pemerintahan daerah maupun pelaku 
pembangunan.

5. Resource mobilizer dalam proses pembangunan di daerah yang memungkinkan meningkatnya kinerja
para pelaku pembangunan maupun pelayanan publik di daerah.

BAPPENAS
Sebagai sistem integrator di 

tingkat Pusat

BAPPEDA
Sebagai sistem integrator di 

tingkat Daerah

Untuk menjalankan pendekatan pembangunan berbasis Money Follow Program dan THIS, 
diperlukan Sistem Integrator di Pusat dan Daerah
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JEJARING BAPPEDA

BAPPEDA 
Provinsi

BAPPEDA 
Kota/Kabupaten

Pelaku

Masyarakat

Perangkat
Daerah

Pemerintah Pusat
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MEKANISME KERJA ANTAR LINI ORGANISASI BAPPEDA BERDASARKAN POHON KINERJA

Pola Hubungan Kerja Antar Bidang Bappeda Kabupaten Tasikmalaya

Bidang Pemerintahan & 
Pembangunan Manusia

Bidang Ekonomi
Bidang Tata Ruang & 
Infrastruktur Wilayah

`
Bidang Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi

`
Bidang Penelitian

dan Pengembangan

Input Kebijakan Perencanaan

Koordinasi, fasilitasi,sinkronisasi,

harmonisasi, supervisi kegiatan internal, 

administrasi keuangan,

dan kepegawaian Bappeda

Kebijakan dan

Implementasi 

Pembangunan

Sekretariat



Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama

inovasi  
yang smart,

tata
bersih

kelola
dan

SASARAN 1:
Terwujudnya  
pemerintahan  
akuntabel

penerapan reformasi
STRATEGI :
Meningkatkan
birokrasi
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No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
2020 2021

Penjelasan Target Realisasi Target

1 Terwujudnya keselarasan 
perencanaan pembangunan daerah, 
provinsi, dan pusat

Tingkat Konsistensi RKPD 
dan RPJMD

% 100 100 100 Jumlah Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100%

Jumlah Program pada RPJMD

Tingkat Konsistensi Renstra 
Perangkat Daerah terhadap 
RPJMD

% 100 100 100 Jumlah Program pada Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100%

Jumlah Program pada RPJMD

Tingkat Konsistensi Renja 
Perangkat Daerah terhadap 
RKPD

% 100 100 100 
Jumlah Program pada Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD x 100%

Jumlah Program pada RKPD

2 Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik dan akuntabilitas kinerja

Nilai Evaluasi AKIP SKPD Point 65,5 65,93 66
Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap 
komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (90-100), 
A(80-90), BB ( 70-80), B (60-70), CC (50-60), C(30-50) dan D(0-30)

Nilai IKM SKPD Point 76,00 78,292 78
IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat 
melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan 
aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh 
penerima layanan sebagai responden. Nilai IKM dinyatakan dalam 
predikat A (88,31-100), B (76,61-88,3), C (65-76,6), D (25-64,99)

Nilai Maturitas SPIP Point 4.1 na 4.15 Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: 
“Belum Ada” (0<skor<1.0), “Rintisan” (1.0≤skor<2.0), 
“Berkembang” (2.0≤skor<3.0), “Terdefinisi” (3.0≤skor<4.0), 
“Terkelola dan Terukur” (4.0≤skor<4.5), dan “Optimum” 
(4.5≤skor<5.0)



Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD) merupakan sistem

perencanaan dan Penganggaran yang

Terintegrasi

Program Unggulan Perangkat Daerah

Sistem Perencanaan Berbasis Online

( S I P D)
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Pemahaman Terhadap SIPD

Mempelajari Fungsi, Muatan serta Teknis Operasi SIPD

FITUR

Fitur yang tersedia dalam
SIPD merupakan fitur

umum proses perencanaan
dan penganggaran

Memahami fitur yang 
tersedia didalam

sistem dengan cara
membuka dan 

mengoperasikan

FUNGSI

Fungsi pengelahan data, 
penyimpanan, penyusunan
dokumen, evaluasi, serta

pencatatan histori

Fungsi sistem tidak
semata untuk SKPD 
dan Daerah tetapi
untuk Pemerintah

Pusat  

TEKNIS OPERASI

Sebagai Sistem yang baru
tentunya ada perbedaan

teknis pengoperasian
dengan system sebelumnya

Teknis operasi sistem
lebih banyak tahapan
dan tata urutan serta
login tertentu harus

terus dipelajari

STRUKTUR LOGIN

Sistem menggunakan login 
yang berbeda untuk setiap
pengguna pada level yang 

sama atau berbeda

Siapa bisa melakukan
apa dan kapan saat
menggunakan hak

akses sehingga harus
sesuai aturan main
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN

1. PROGRAM PERENCANAAN,

PENGENDALIAN 

DAN EVALUASI  

PEMBANGUNAN

DAERAH

Penyusunan Perencanaan dan 

Pendanaan

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

Dokumen Kebijakan Lainnya

Pelaksanaan Konsultasi Publik

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Data dan Informasi

Pemerintahan Daerah Bidang

Perencanaan

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan

Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan

Pembangunan Daerah



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN

2. PROGRAM KOORDINASI 

DAN SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH

Koordinasi Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang

Perekonomian dan SDA (Sumber

Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN
BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN

3 PROGRAM PENELITIAN 

DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset

Daerah, Reformasi Birokrasi

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik 

Desa

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Sosial dan 

Kependudukan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Pengembangan Inovasi dan 

Teknologi

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat 

Inovatif

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



“Smart Planning”


